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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arah pembangunan setiap negara, senantiasa mempunyai tujuan untuk 

mewujudkan kehidupan bangsa dan negaranya yang sejahtera. Demikian pula 

hanya dengan pembangunan nasional negara Republik Indonesia, bertujuan untuk 

mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik materiil maupun 

sprituil berdasarkan Pancasila.

Pembangunan nasional Indonesia akan dapat terlaksana dengan baik, jika 

disuatu pihak ada kemampuan dan rasa tanggung jawab dari aparatur negara dalam 

menjalankan setiap tugas dan kewajibannya, serta di lain pihak ada peran serta dari

seluruh lapisan masyarakat, baik dalam memikul beban pembangunan, maupun

dalam bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan. Agar usaha tersebut 

berjalan tertib dan lancar, maka tujuan semua usaha tersebut harus disalurkan 

melalui hukum yang dapat membimbing dan mengarahkannya. Hukum 

mempunyai fungsi konsisten dalam memberikan suatu arahan dalam pembangunan. Oleh 

karena itu pembangunan hukum merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak.

Pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang 

mengabdi kepada kepentingan nasional dengan penyusunan awal materi hukum 

menyeluruh yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 

khususnya penyusunan produk hukum baru yang sangat dibutuhkan untuk mendukung

secara
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tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Oleh karena Indonesia sebagai negara yang berlandasan hukum, maka segala 

sesuatu dalam bertindak haruslah didasarkan atas hukum yang ada. Hal ini terbukti 

dari berbagai perangkat peraturan perundang-undangan yang merupakan 

produk hukum. Salah satu bentuk yang merupakan produk hukum adalah 

perundang-undangan di bidang kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 1992 tentang kesehatan. Kesehatan merupakan masalah penting karena 

menyangkut hajat hidup orang banyak, kesehatan merupakan masalah penting karena 

merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mewujudkan derajat kesehatan, 

termasuk keadaan gizi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas dan taraf 

hidup serta kecerdasan dan kesejahteraan pada umumnya. Upaya memperbaiki 

kesehatan rakyat perlu ditingkatkan melalui sistem kesehatan nasional terpadu yang 

dapat mendorong partisipasi masyarakat termasuk swasta dalam rangka meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat.

Pada dasarnya pembangunan kesehatan menyangkut semua segi kesehatan, baik 

fisik, mental maupun ekonomi. Dalam perkembangan telah terjadi suatu perubahan 

orientasi, baik tata nilai maupun pemikirannya, terutama tentang upaya pemecahan 

masalah di hidang kesehatan yang dipengaruhi oleh politik, ekonomi, sosial budaya 

dan pertahanan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan tersebut 

sangat mempengaruhi proses penyelenggaraan kesehatan dengan pendekatan 

pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit
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dan pemulihan kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan 

berkesinambungan serta dilaksanakan secara bersama antara pemerintah

dan masyarakat.

Peran serta aktif masyarakat termasuk swasta perlu diarahkan, dibina dan 

dikembangkan sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab 

sosialnya sebagai mitra pemerintah. Peran pemerintah lebih dititik beratkan pada 

pembinaan, pengaturan, dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan 

kesehatan serta tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan 

yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan masyarakat termasuk sektor swastanya. 

Kewajiban untuk melakukan pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi 

seluruh lapisan masyarakat, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah.

Keberhasilan pembangunan kesehatan akan dapat terwujud dengan baik, 

apabila dalam pelaksanaannya, khususnya antara dokter dengan pasien dapat diatur 

dan lerkoordinasi dengan adanya hubungan timbal balik antara keduanya. Kebutuhan 

akan pertolongan dokter akan menimbulkan komunikasi antara dokter dengan pasien, 

sehingga timbullah hubungan antara mereka. Hubungan itu didasarkan pada 

kepercayaan yang diberikan pasien kepada dokter dengan menyerahkan dirinya untuk 

disembuhkan. Pasien memberi keterangan tentang penderitaannya kepada dokter. 

Dengan adanya keterangan tersebut, dokter akan mengetahui tindakan 

yang harus dilakukan pada pasiennya.

Keberhasilan pembangunan kesehatan akan dapat terwujud dengan baik, apabila 

dalam pelaksanaannya, khususnya dalam meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit.

apa
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Belakangan ini banyak keluhan masyarakat bahwa rumah sakit tidak melayani 

masyarakat dengan baik. Ini menunjukkan betapa kita tidak punya aturan rumah sakit 

Lebih lanjut Menteri Kesehatan Republik Indonesia menegaskan bahwa dunia 

perumahsakitan di Indonesia saat ini sedang mengalami masa transisi dari suatu 

lembaga yang bersifat bisnis, sehingga rumah sakit sering disebut sebagai lembaga 

yang bersifat sosio ekonomis. Paradigma ini diharapkan menghasilkan efektifitas 

organisasi yang diperlukan sehingga rumah sakit dapat lebih mandiri dan dapat 

mengembangkan diri untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.1

Lebih lanjut Menteri Kesehatan Republik Indonesia menyayangkan 

kecenderungan pola pikir bisnis yang seringkali mendominasi para pelaku institusi 

Rumah Sakit mulai dari manajemen, dokter, perawat dan pelaksana lainnya. Hal ini 

mengakibatkan terabaikannya fungsi sosial rumah sakit yang tercermin dari banyaknya 

keluhan bahkan tuntutan hukum, pengungkapan media massa dan sebagainya. Apabila 

ini dibiarkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat, sehingga dikhawatirkan 

masyarakat akan lebih memilih rumah sakit di luar negeri2

Mutu pelayanan di Rumah Sakit perlu terus ditingkatkan seiring dengan tuntutan 

masyarakat terhadap mutu pelayanan rumah sakit. Oleh karena itu rumah sakit perlu 

memperhatikan hak-hak pasien dan menjadikan hak tersebut sebagai kewajiban rumah 

sakit untuk memenuhinya. Karena itu rumah sakit wajib mempunyai aturan yang harus 

dilaksanakan. Mengingat masalah keselamatan pasien merupakan masalah yang perlu

Menteri Kesehatan R.I. Siti Fadilah Supari, Kompas Tanggal 11 Februari 2007. 
2 Ibid.

r
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ditangani segera di rumah sakit di Indonesia maka diperlukan standar keselamatan 

pasien rumah sakit yang merupakan acuan bagi rumah sakit di Indonesia untuk 

melaksanakan kegiatannya. Standar keselamatan pasien rumah sakit yang disusun ini 

mengacu pada “Hospital Patient Safety Standards” yang dikeluarkan oleh Joint 

Commision on Accreditation of Health Organizations, Illinois, USA, tahun 2002, yang 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi perumahsakitan di Indonesia. Standar 

keselamatan pasien tersebut terdiri dari tujuh standar yaitu :

1. Hak pasien

2. Mendidik pasien dan keluarga

3. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan

4. Penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi 

dan program peningkatan keselamatan pasien

5. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien

6. Mendidik staf tentang keselamatan pasien

7. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien3

Dalam praktek pelayanan kesehatan yang diberikan di Rumah Sakit khususnya

Rumah Sakit Bersalin di Indonesia seringkali terjadi kelalaian dan kesalahan yang 

dilakukan terhadap pasien. Hal ini ternyata dari hasil keluhan pasien dan pemberian 

dibeberapa media massa di Indonesia. Rendahnya suatu pelayanan kesehatan di Rumah 

Sakit Bersalin disebabkan karena seharusnya dilakukan oleh dokter tetapi dalam

The Journal of Indonesian Hospital Association, Standar Keselamatan Pasien Rumah Sakit 
2006, Volume 06 Januari - April 2006.
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pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga paramedis. Dokter bertanggung jawab atas 

segala akibat dari tindakannya dalam pelayanan persalinan. Kelalaian dalam memenuhi 

kewajibannya menyebabkan kerugian bagi pasien karena akibat kelalaian medik dapat 

menyebabkan pasien dan anaknya mengalami cacat yang akan dideritanya seumur 

hidup bahkan kematian. Hal merupakan kerugian bagi pasien, dan dokter bertanggung 

jawab atas kerugian tersebut karena tidak memenuhi kewajibannya dengan baik.

Mengkaji pentingnya perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan 

persalinan oleh dokter di Rumah Sakit Bersalin, mendorong penulis untuk 

menelitinya lebih lanjut dan menuangkan hasil penelitian tersebut

dalam skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA

RUMAH BERSALIN ANANDA PALEMBANG TERHADAP MALPRAKTEK

DOKTER DALAM PELAYANAN PERSALINAN”.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka permasalahan 

dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme pelayanan persalinan terhadap pasien pada Rumah 

Sakit Bersalin Ananda Palembang ?

2. Bagaimanakah tanggung jawab perdata Rumah Sakit Bersalin Ananda 

terhadap kerugian pasien akibat malpraktek dokter dalam pelayanan 

persalinan pada Rumah Sakit Bersalin Ananda ?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui gambaran mekanisme pelayanan pasien terhadap 

pasien pada Rumah Sakit Bersalin Ananda.

2. Untuk mengetahui tanggung jawab perdata Rumah Sakit Bersalin 

Ananda akibat tindakan medik dokter dalam pelayanan persalinan pada

Rumah Sakit Bersalin Ananda.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis adalah Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi

informasi di kalangan akademis dalam pengembangan Hukum Kesehatan.

Manfaat Praktis adalah Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber 

informasi bagi praktisi hokum dan kalangan dokter dalam bidang Hukum

Kesehatan

E. Metodelogi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam mengkaji permasalahan dalam skripsi ini dilakukan dengan 

pendekatan yuridis normatif dalam arti mengkaji peraturan perundang- 

undangan yang berhubungan dengan permasalahan, di samping itu juga
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dilakukan pendekatan lapangan untuk memperoleh informasi sebagai

penunjang

2. Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder

terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, berupa peraturan undang-undang yang mengikat 

secara umum yang berhubungan dalam bidang kesehatan.

b. Bahan hukum sekunder, berupa karya ilmiah yang menunjang bahan

hukum primer.

c. Bahan hukum tersier, berupa kamus-kamus, hasil penelitian yang

berhubungan dengan permasalahan.

Data sekunder diperoleh dengan studi perpustakaan dan infonnasi sebagai

penunjang diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara kepada staf

manajemen Rumah Sakit Bersalin Ananda.

3. Analisis Data

Data dan informasi yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian 

dianalisis dengan metode Kualitatif secara Deskriptif dalam arti diuraikan 

dalam bentuk kata-kata dan dihubungkan secara sistematis untuk menarik 

kesimpulan dalam menggambarkan jawaban dari permasalahan.
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